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Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul
(Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.
Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada
Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih
baik akibatnya. (Q.S. An-Nisd’ : 59)
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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

I = tidakdilambangkan wo=dl
<=b b=th
<=t b=dh
=15 ¢ = (komamenghadapkeatas)
c =l ¢=gh
z=nh I=f
¢ = kh 6=
s=d I=k
=dz J=1
)=T p=m
)=z o=n
=S =W
=Sy e=h
o2 =sh g=y

Hamzah( ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak

ditengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘). Untuk

lambang ¢ dilambangkan dengan ().

! Fakultas Syari’ah UIN Malang, Pedoman Penulisam Karya Tulis Ilmiah (Malang:
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang, 2012), h. 74-75.



B. Vokal, PanjangdanDiftong
Tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah

(Y4

dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara

berikut:

vokal (a)panjang=a misalnya Ju menjadi géla

vokal (i) panjang= 1T misalnya J#  menjadi qlla

vokal (u) panjang=1( misalnya O3 menjadi dina

Khusus untuk ya’ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “I”,
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakanya’ nisbat di
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya “setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay”.

C. Ta’ Marbuthah (3)

Ta’Marbuthah () ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat. Namun, apabila 7a 'Marbuthah (3) berada diakhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4.l il jmenjadi al-
risalah lil mudarrisah. Ta 'Marbuthah (5) apabila berada ditengah-tengah kalimat

yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlafilayh, maka ditrasliteasikan dengan

menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya 4wz, smenjadi fi

rahmatillah.



D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al”) Ji (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak

pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-
tengah kalimat disandarkan (idhafah), maka dihilangkan.
E. Namadan Kata Arab Terindonesiakan

Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan
menggunakan system transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakannama
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka

tidak perlu menggunakan system transliterasi.
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ABSTRAK

Rhamadan, Wisang Bagus. 2013. Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa
Keuangan Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing
Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

Kata Kunci: Pengaturan dan Pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan

Selama ini pengawasan dalam industri keuangan di Indonesia dipegang
oleh dua instansi yang berbeda. Bank Indonesia melakukan pengawasan dalam
sektor perbankan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) melakukan pengawasan di kegiatan pasar modal dan lembaga
keuangan non-bank. Akan tetapi, pada tanggal 22 November 2011 DPR telah
mensahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang
independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
dalam sektor jasa keuangan.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
pengaturan dan pengawasan jasa keuangan oleh OJK menurut UU No. 21 Tahun
2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan? 2) Apa persamaan dan perbedaan antara
OJK di Indonesia dengan otoritas sejenis di negara lain? Penelitian ini termasuk
dalam jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan
konseptual. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka
data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah
lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan
terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu.
Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di
dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Selain itu, pembentukan OJK di Indonesia tidak terlepas dari otoritas
serupa di beberapa negara lain, seperti Inggris, Jepang, Jerman, Korea dan
Singapura karena memiliki kesamaan dalam penerapan sistem pengawasan jasa
keuangan.
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ABSTRACT

Rhamadan, Wisang Bagus. 2013. The Regulation and Supervision System of
Financial Services Sector Based on Law No. 21 of 2011 Concerning
Financial Services Authority. Thesis. Sharia Business Law
Department. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University, Malang.
Advisor: Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: Regulation and Supervision System, Financial Services Authority

Nowadays, the supervision system in Indonesian financial industry is held
by two different institutions. The Central Bank of Republic of Indonesia(Bl)
performs the supervision in banking sector while Organization of Capital Market
Supervisory Agency and Financial Institutions (Bapepam-LK) supervises the
activity of capital market and non-banking financial institutions. However, on
November 22, 2011 The People's Representative Council(DPR) ratified the Law
No. 21 of 2011 concerning Financial Services Authority. Financial Service
Authority, shortened as OJK, is an independent institution which is free from
other parties’ interference. The function, duty, and authority of OJK are to
regulate, supervise, examine, and investigate financial services sector in Indonesia.

In this research, there are problems as follow: 1) How is the regulation and
supervision of financial services held by OJK based on Law No. 21 of 2011
concerning Financial Services Authority? 2) What are the similarities and
differences between OJK in Indonesia and such authority in other countries? This
research is a normative law research. Therefore, it employs laws approach,
comparison approach and conceptual approach. The data used is secondary data.

The result shows that OJK is an institution which has the authority to
regulate and supervise the whole activities in financial service sector. The
purposes of its establishment are to achieve regular, fair, transparent and
accountable activities in financial service sector; to held a continuous and stabil
financial system; to protect the customers’ and people’s interests. In addition, the
establishment of OJK in Indonesia cannot be separated from similar authority in
other countries, such as England, Japan, Germany, Korea and Singapore for
having the similarity in the implementation of financial services supervision
system.
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